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Abstrak 

Batas Maksimum pemberian Kredit atau disebut dalam Bahasa inggris Legal Lending Limit. Pengertian mengenai 

BMPK adalah Presentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank, berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia Nomer 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomer 

7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. BMPK merupakan sarana 

pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank. BMPK. BMPK adalah batas maksimum penyediaan 

dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok pemimpin tertentu. 

Dalam hal pemberian batas maksimum kredit bertujuan untuk mengatur penyaluran fasilitas kredit dan apabila 

tidak diberikan batasan pemberian kredit maka bank bersangkutan akan banyaknya pemebrian kredit tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa pertanggung jawaban yang apabila bank 

melanggar BMPK. Kajian ini menggunakan metode Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu 

penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dalam bentuk pengkajian teoritik dari 

sumber data primer, sekunder, serta tersier sebagai bahan penunjang guna menjawab pendukung permasalahan 

hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggungjawab lembaga perbankan atas 

pelanggaran BMPK harus dilakukan secara lebih tegas khususnya pada pemegang saham, anggota dewan 

komisaris.  

Kata Kunci: BMPK, Kredit, Tanggung Jawab Pihak bank 

Abstract 

The maximum lending limit or referred to in English the maximum Limit credit. Understanding BMPK is the 

maximum presentation of proposed funds to bank capital, based on Bank Indonesia Regulation Number 8/13 / 

PBI / 2006 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 7/3 / PBI / 2005 Concerning the 

Legal Lending Limit for Commercial Banks. BMPK  is a means of supervision of lending or financing by banks 

BMPK. BMPK is the maximum limit of funds provided by banks to borrowers or a combination of certain 

leaders. In the event that the maximum credit limit required for lending and assistance is not given credit 

conditions, the bank will receive the amount of credit extended. This study discusses to understand and explain 

the accountability required by banks receiving BMPK. This research uses the method used in this thesis research, 

namely normative juridical research, namely legal research conducted in the form of theoretical studies from 
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primary, secondary and tertiary data sources as supporting material to support the required legal findings. The 

results of this study indicate that financial institutions responsible for the settlement of BMPK  must be carried 

out with special approval to shareholders, members of the board of commissioners. 

Keywords: BMPK, Credit, bank Party Responsibility 

 

A. Pendahuluan  

1. Latar belakang 

Di Indonesia perbankan diatur dalam Undang- Undang Nomer 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ( selanjutnya disebut “UU Perbankan”). Bank 

mempunyai fungsi utama sebagai financial intermediary, yakni sebagai suatu wahan yang dapat menghimpun 

dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien. Kehadiran dari jasa perbankan tidak terpisahkan 

dari kehidupan masyarakat modern dewasa ini, karena hamper seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan 

anggota masyarakat akan bersinggungan dengan layanan jasa perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan, 

kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank saja, yaitu: bank umum 

dan bank perkreditan rakyat.  

Jasa perbankan yang dapat dilakukan oleh bank umum antara lain adalah perhimpunan dan masyarakat, 

pemberian kredit, penerbitan surat pengakuan hutang, jual beli surat berharga, pemindahan uang (transfer), 

melakukan kegiatan penyertaan modal dan melakukan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank. 

Oleh karena sector perbankan memegang  peranan yang sangat vital.  

Secara sederhana hukum  perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Bank 

merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat. Ini berarti kita akan membicarakan peraturan hukum dan asas asas hukum, stuktur hukum, dan 

budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank.1  

Bank memberikan kredit berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pemberian 

kredit kepada nasabah harus melalui prosedur dan harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk mencegah 

timbulnya kredit bermasalah yang melanda perbankan serta membutuhkan waktu yanh lama untul 

menyelesaikannya. Oleh sebab itu pemberian kredit kepada masyarakat merupakan proses yang membutuhkan 

pertimbangan  dan proses-proses yang baik dari bank un tuk menghindari terjadinya kerugian dengan 

pertimbangan yang dipengaruhi oleh ketentuan dari Bank Indonesia kebijaksanaan dari kantor pusat bank itu 

sendir. Bukan dari pada hakl di atas pihak perbankan juga telah mengeluarkan suatu kebijakan yang sekaligus 

merupakan suatu syarat nyata bagi masyarakat yang hendak memperoleh pinjaman kredit, yaitu masyarakat 
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harus menyerahkan laporan keuangannya untuk diperiksa oleh bank yang akhirnya dapat mengetahui 

kemampuan mereka dalam pembayaran kembali pinjaman pada saat jatuh tempo.  

Pengertian hukum perbankan menurut para ahli menurut Muhammad Djymhana, hukum perbankan 

adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi 

segala aspek, dilihat dari segi esiensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang 

lain. Sementara itu menurut Munir Fuady menyatakan, bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan 

disebut hukum perbankan yakni seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah masalah perbankan sebagai 

lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku 

petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis 

perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank. Sedangkankan hermansyah menyatakan 

bahwa bertitik tolak dari pengertian  perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya maka pada 

prisipnya hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis 

yang mengatur tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan 

kegiatan usanya. Dan menurut Tan Kamello menyatakan bahwa hukum perbankan adalah sekumpulan 

peraturan hukum yang mengatur segala hal yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha 

serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. 2 

Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum perbankan yaitu 

kempulan ktentuan hukum yang meliputi peraturan hukum (norma) ndan asas-asas hukum, struktur hukum 

dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakankegiatan usahanya.  

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adala menghimpun 

dana dari masyarakt dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.  

Kata “kredit” berasal dari Bahasa Latin creditus yang merupakan bentuk past participle dari kata credere 

(lihat pula credo dan creditum,  yang berarti to trust atau faith. Kata trust berarti kepercayaan. Dapat dikatakan 

dalam hubungan ini bahwa kreditor (yang memberi kredit, lazim bank) dalam hubungaan perkreditan dengan 

debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-

syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.  

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit antara lain diartikan pertama, pinjaman uang dengan 

pembayaran pengembalian secara mengangsur, dan kedua pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang 
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diizinkan oleh bank atau badan lain. Jadi istilah lain dari kredit adalam pinjaman (uang) atau utang. Secara 

yuridis menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menggunakan dua istilah yang berbeda, namun 

mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit. Kedua istilah itu yaitu pertama kata kredit istilah yang 

digunakan pada bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan kedua kata pmbiayaan 

berrdaarkan prinsip syariah istilah yang digunakan pada bank syariah.  

Penggunaan kedua istilah tersebut tergantung kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah 

bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konvesional atau berdasarkan prinsip syariah. Istilah kredit 

banyak dipakai dalam sistm perbankan konvensional yang berbasis pasar bunga, sedangkan dalam hukum 

perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (financing) yang berbasis pada keuntungan riil 

ataupun bagi hasil ( profit sharing) . pengertian kredit disebutkan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yaitu : Kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Analisis kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka 

sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencangkup latar 

belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta factor-faktor lainnya. 

Apabila pemberian kredit tanpa analisis sebelumnya akan sangat membahayakan bank.. nasabah dalam ini 

dengan mudah memberikan data fiktif sehingga kredit tersebut tidak layak diberikan. Akibatnya jika salah 

dalam menganalisis, maka kredit yang dislaurkan akan sulit untuk ditagih ( macet ).   

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan 

penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringnya dijumpai pada saat ini bahwa 

perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya 

mempelajari dan memahaminya dengan baik.  

Tetapi perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan 

perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan 

kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur 

menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-

undang bagi keduanya.3  

Kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji 

pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang perbankan menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
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dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”.  

Sehubungan dengan adanya perjanjian kredit yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima 

kredit disamping hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut serta hambatan-

hambatan yang mungkin timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, 

maka harus ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum 

antara keduanya. Sehubungan dengan adanya perjanjian kredit yang berlangsung antara pemberi kredit dengan 

penerima kredit disamping hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut serta 

hambatan-hambatan yang mungkin timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut dalam melakukan 

perbuatan hukum, maka harus ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan 

kepastian hukum antara keduanya. Untuk memperoleh keyakinan maka bank sebelum memberi keputusan 

tentang pemberian kredit, dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek 

usaha debitur.  

Sebenarnya tidak terdapat peraturan perundang-undangan khusus dan aturan yang baku mengenai 

prinsip kehati-hatian, tetapi prinsip tersebut tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Perbankan. Mengingat 

bahwa prinsip kehati-hatian digunakan untuk menjunjung keberhasilan bank dalam menjaga tingkat kesehatan 

bank yang dapat dilihat dari berbagai aspek.  

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangna mempunya nilai strategis dalam kehidupan 

perekonimian Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai 

kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihakn yang kekurangan dann (lack of funds). Atas  dasar tersebut 

perbankan juga bergerak dalam bidang perkreditan, dan berbagai jasa yang diperlukan, bank melayani 

kebutuhan pembiayaan serta mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.4  

Salah satu permasalahan dalam sistem perbankan adalah mengenai pemberian kredit. Kredit yang 

diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian 

kepercayaan kepada nasabah. Sehubunagn dengan pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu 

usaha bank untuk mendaptkan keuntangan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada 

nasabahnya dalam bentuk kredit, apabila betul-betul yakin bahwa debitur mengembalikan pinjaman yang 

diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.  

Pemberian kredit melebihi batas maksimum pemberian kredit tanpa adanya ketentuan sudah jelas 

menimbulkan resiko dalam rangka kegiatan usaha bank. Sudah banyak kasus perbankan mengenai 

penyalahgunaan dana nasabah untuk pemberian kredit kepada nasabah. Akibatnya bank tersebut menjadi tidak 
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sehat. Mengingat kredit yang diberikan berasal dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, maka resiko 

yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula terhadap keamanan dana masyarakat. Atas dasar tersebut pihak 

bank wajib menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kreditnya.  

Pemberian kredit kepada calon nasabah debitur bank menunjukkan perlu adanya perhatian dari factor 

kemampuan dan keamanan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan juga unsur 

keuntungan dari suatu kredit. 5 Pada dasarnya sebelum menyalurkan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan 

atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi sesuai dengan perjanjian (Pasal 8 Ayat (1) Undang-

Undang Perbankan). Sebagaimana diketahui bahwa usaha bank yaitu bisnis yang mengandung resiko besar, 

dan resiko yang paling jelas merupakan resiko utama bank yang sangat berkaitan sekali dengan pemberia 

kredit, apabila kredit yang diberikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo tidak dibayarkan oleh debitur  

karena lalai maupun tidak mampu untuk membayar dan menyebabkan kredit macet.  

Apabila kredit macet semakin menumpuk maka dapat emngakibatkan usaha bank menjadi terganggu 

dan dapat menurunkan tingkat kesehatan bank, dan perlu diingant bahwa bank dalam meningkatkan usahanya 

bukan hanya sebagai perubank saja tetapi juga terhadap kepentingan masyarakat, masyarakat yang menyimpan 

dana dan sebagai bagian dari sistem moneter. 6 

Salah satunya juga penyebab kegagalan bank dalam dana yang tidak dapat dukungan oleh kemampuan 

bank mengelola penyediaan dan. Dalam menegloal penyediaan dana, bank berkewajiban menerapkan prinsip 

kehati-hatian dan yang beresiko timbul sebagaimana akibat penyediaan dana tersebut. Prinsip kehati-hatian dan 

peneglolahan resiko dilakukan dengan cara menetapkan batas penyediaan dana. Berkaitan dengan prinsip 

kehati-hatian, maka juga perlu bahwa adanya uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana, sudah 

menjadi milik bank sejak disetorkannya dan selama dalam penyimpanan bank, bank tidak memiliki hak untuk 

menggunakan uang itu seperti hal yang apabila bank tersebut sebagai kreditus bisa dalam perjanjian pinjam 

meminjam.  

Dalam hal untuk pemberian kredit, maka bank boleh memberikan kredit dengan memakai dana yang 

dari simpanan masyarat itu kepada nasabah yang diyakini bank memiliki kemampuan dan kesanggupan. 

Dalam hal prisip pertanggung jaawaban hukum bank sebagai pengelola dana yang disimpan oleh nasabah 

kreditur. Berhubungan dengan hal tersebut maka pemberian kredit perlu dilakukannya analisis terlebih dahulu 

dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

Perbankan.  

Pada dasranya banyak juga bank yang sangat berlebihan dalam menerapkan kehati-hatian. Kredit yang 

diberikan kadang hanya dengan prinsip atau peraturan yang ada. Pengusaha yang kecil yang ikut serta 

                                                             
5 Ibid, h, 180 
6 Sutan Reny Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian 

Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Seri Hukum Perbankan, Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 48.  



menjunjung pertumbuhan perekonomian nasional seringkali tidak menyebabkan mereka merasa enggan untuk 

mengajukan kredit. Dengan perkembangan industry yang emningkat. Dalam halnya dengan pemberian suatu 

kredit pada bank harus dapat mengantisipasi resiko kecil terhadap kredit yang tidak dibayar dengan cara 

memenuhi prinsip kehati-hatian. 

Resiko yang dihadapi antara lain bila bank terlalu banyak memberikan kredit kepada pihak-pihak yang 

mempunyai terkaitan terhadap bank tersebut. Oleh karena itu diperlukannya aturan penentuan pemberian 

kredit yang harus ditaati oleh setiap bank. peraturan penentuan pemberian kredit oleh bank disebut Batas 

Maksimum Pemberian Kredit atau dalam Bahasa inggris sering disebut legal lending limit.  

Dalam dunia perbankan kelima factor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebuah the five of credit 

analysis atau prinsip 5 C‟s (Character, Capacity, Capital, Collaterall, dan Condition of economic). Prinsip 

tersebut sudah diatur dan bank selalu mempraktikannya sejalan dengan prosedur pemberian kredit.. Dengan 

melakukan penilaian seluruh unsur maka bank akan menilai ada atau tidaknya itikad baik nasabah dan 

kemampuan serta kesanggupannya untuk mengembalikan uang pada bank. Dalam membicarakan sistem 

pemberian kredit berkaitan dengan apa yang disebut dengan Batas Maksimum Pemberian Krdit (BMPK). 

Pengaturan BMPK dilakukan karena dalam hubungannya dengan prinsip kehati-hatian bank dalam melayani 

kepentingan masyarakat. 

Tujuan BMPK dimaksudkan untuk mengatur penyaluran fasilitas kredit agar dana bank yang diperoleh 

dari simpanan masyarakat tidak dinikmati oleh sekelompok debitur tertentu. Hal ini berarti termasuk mengatur 

penyebaran risiko kemacetan kredit demi keamanan dan kesehatan bank itu sendiri. Kalau tidak dibatasi, maka 

bank bersangkutan akan banyak memberikan kredit dengan mengutamakan para nasabah dari kelompoknya. 

Begitu terjadinya kemacetan kredit nasabah yang bersangkutan akan sulit memenuhi kewajiban 

mengembalikan utangnya karena masih satu grup perusahaan. Suatu risiko yang yang besar dalam 

menggunakan modal dari dana yang berasal dari masyarakat. Sedangkan di lain pihak, bank tersebut harus 

memenuhi kewajibannya kepada nasabah-nasabah lainnya. 

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memelihara tingkat kesehatan bank tersebut dengan 

dan melaksanakan teguh prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini sangat perlu untuk pengelolaan suatu 

bank, karena bank adalah salah satu unit usaha yang berbeda, dimana bank juga menjalankan kegiatan 

usahanya dan menggunakan modal sendiri, bank juga menggunakan dana yang berasal dari masyarakat juga, 

tetapi tidak ada didalam perundang-undangan khusus dan aturan yang baku mengenai prinsip kehati-hatian, 

hanya saja prinsip tersebut tersebar didalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Perbankan. Mengingat bahwa 

prinsip kehati-hatian hanya digunakan untuk meningkatkan keberhasilan bank dalam menjaga tingkat 

kesehatan bank yang bisa dilihat dari berbagai aspek.  

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang memmiliki nilai strategis dalam kehidupan 

perekonomian disuatu negara. Lembaga tersebut sebagai perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana 



dengan pihak –pihak kekurangan dana. Oleh sebab itu perbankan juga bergerak dalam bidang perkreditan, dan 

berbagai jasa yang diberikan, bank juga melayani kebutuhan pembiayaan serta mekanisme sistem pembayaran 

di semua sektor perekonomia. 7 

 

Menurut pasal 11 ayat (1) undang undang nomor 10 tahun 1998 Bank Indonesia menetapkan ketentuan 

mengenai pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan 

investasi, surat berharga atau yang hal lain yang serupa yang dilakukan oleh bank terhadap : 

a. Pemegang saham yang meiliki 10% . 

b. Anggota dewan Komisaris. 

c. Anggota direksi. 

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan oleh bank adalah 

berupaya untuk menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dari beberapa kondisi 

nasabah atau penyebab kredit tersebut macet. Apabila memang memang masih membantu nasabah dengan 

menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak 

dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bank ialah dengan menyita jaminan yang telah dijaminkan 

oleh nasabah.  

Unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit tersebut yaitu : 

1) Kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank yang diberikannya kepada nasabah peminjam 

dana yang akan melunasi. 

2) Waktu yaitu adanya jangka waktu tertentu pemberiadan pelunasan kreditnya. 

3) Prestasi yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi pada saat persetujuan antara kesepakatan 

pemberian yang dituangkan dalam perjanjian. 

4) Risiko yaitu adanay risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan 

pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan 

terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlah pengikatan jaminan. 8 

 

Layaknya seperti Pemberian Kredit atau Pinjaman, dalam suatu Pemberian Transaksi Hedging (Lindung 

Nilai), suatu Bank harus mengacu pada peraturan Bank Indonesia khususnya yang mengatur mengenai Batas 

Maksimum Pemberian Kredit atau sering disingkat dengan BMPK. Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/13/PBI/2009 merupakan Peraturan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 

yang  juga berlaku terhadap suatu transaksi lindung nilai (Hedging), karena transaksi tersebut merupakan salah 

                                                             
7 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, cet, 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1966), h. 101  
8 Rachmadi usman, S.H., M.H. , Hukum Perbankan, 2010, hlm 268 



satu jenis transaksi penyediaan dana oleh Bank. Jika mengacu pada pengertian penyediaan dana yang 

ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu PBI No.7/2005 

Jo PBI No.8/2005 , maka suatu Transaksi Lindung Nilai (Hedging) yang merupakan salah satu bentuk Transaksi 

Derivatif juga tunduk pada ketentuan BMPK ini, yaitu dengan ketentuan batas maksimum pemberian transaksi 

hedging sebagai berikut: 

1. Pemberian hedging oleh Bank kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh 

perseratus) dari Modal Bank.(Pasal 4 PBI No.7/2005 Jo PBI No.8/2005); 

2. Pemberian hedging kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling 

tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal Bank.(Pasal 11 ayat 1 PBI No.7/2005 Jo PBI No.8/2005); 

3. Pemberian hedging kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait 

ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank.(Pasal 11 ayat 2 PBI 

No.7/2005 Jo PBI No.8/2005).  

2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka 

terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji seperti berikut :tanggung jawab bank apabila 

melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit, perlindungan hukum terhadap debitur yang dalam 

kaitannya bank melanggar BMPK? 

3. Metode  

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normative yang merupakan 

penelitian hukum yang dilakukan dalam bentuk pengkajian teoritik dari sumber data primer, sekunder, dan 

tersier sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.  

B. Pembahasan  

 

1. Tanggung jawab bank apabila melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit  

Tanggung jawab dalam Bahasa inggris diterjemahka dari kata “responsibility” atau “liability”. Tanggung 

jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, dan wajib memnuhi segala sesuatu yang timbul dari 

perbuatan, rela mengabdi, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.  Pada umumnya bisa mengetahui 

pertanggung jawaban sesorang atau perbuatan dan akibat dari perbuatannya, tidak berbuat, kurangnya hati-

hati pada orang atau orang pihak lain. Dalam perjanjian kredit perlu melibatkan beberapa pihak yang juga 

memiliki kepentingan pada perjanjian kredit tersebut. Selain itu perjanian kredit hanya mengatur beberapa 

kepentingan serta  hak dan kewajiban dari pihak-pihak tersebut. Karenanya isi dalam perjanjian tersebut 

merupakan inti dari perjanjian yang wajib untuk diketahui dan dipahami.  

Menurut Pasal 21 Undang Undang Perbankan bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: 



1. Perseroan Terbatas 

2. Koperasi 

3. Perusahaan Daerah.  

Dengan adanya pasal yang disebutkan badan usaha yang tidak disebutkan tidak dimungkinkan  

menjalankan usaha sebagai bank. Dengan begitu bank bisa disebut sebagai badan hukum pemegang saham, 

oleh karena itu sebagai badan hukum pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi . ada pula 

prinsip pertanggungjjawaban terbatas dalam bentuk usaha perseroan terbatas merupakan salah satu 

keuntungan bagi penanam modal karena sesuai dengan Pasal 3 Undang Undang Nomer. 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas. Tetapi pada Pasal 3 Ayat  (2) Undang Undang Nomer. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas, apabila adanya kredit macet atas pelanggaran BMPK itupun ada kehendak pengarus dari 

pemegang saham, tidak adil bahwa pemegang saham tidak menutupi kerugian bank jika asset bank ditambah 

dengan jumlah saham yang dimilikinya tidak dapat menutup kerugian bank tersebut.  

Secara garis besar tugas  Bank Indonesia dalam rangka mencapai kestabilan nilai rupiah seperti yang telah 

ditetapkan. Berikut ini akan diuraikan garis-garis besar dan masing-masing tugas Bank Indonesia seperti yang 

tertuang dalam Undang-undang Nomer  23 Tahun 1999.  

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang:  

a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. 

b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak 

terbatas pada : 

 Penetapan tingkat diskonto 

 Penetapan cadangan wajib minimum 

 Pengaturan kredit atau pembiayaan. 

c. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan 

d. Mengelola cadangan devisa 

e. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang bersifat makro dan 

mikro.  

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang: 

a. Melaksankan dan memberikan prsetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, 

b. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.  

c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.  

d. Mengatur sistem kliring antarbank baik dalam mata uang rupiah maupun asing.  

3. Mengatur dan mengawasi Bank  

Dalam hal mengatur dan mengawasi Bank Indonesia berwenaang: 

a. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian. 



b. Memberikan dan mencabut izin bank. 

c. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank.  

d. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.  

e. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. 

f. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tat acara 

yang ditetapkan Bank Indonesia. 

g. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.  

Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomer 23 

Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 

1. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. 

2. Untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negri, menatausahakan 

serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negri.  

3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Inonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang 

cabinet. 

4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapat dan 

Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.  

5. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi 

dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga wajib terlebih dulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat.  

6. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan. 

7. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.  

 

Mengenai tanggung jawab direksi terdapat pada Pasal 97 ayat 3 UU Perseroan Terbatas yakni direksi 

bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugianPerseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnya, tetapi pada Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas adanya syarat-syarat dalam hal ini 

direksi tidak bertanggung jawab  dalam hal apabila bisa membuktikan bahwa: 

 Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalainnya 

 Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan 

 Tidak mempunyai kepentingan yang baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan 

penguruan yang mengakibtakan kerugian. 

 

Sedangkan mengenai tanggung jawab komisaris yang ada pada Pasal 114 ayat (3) dimana komisaris 

bertanggung jawab sampai harta pribadi komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga 

menimbulkan kerugian bagi perseroan. Pasal 114 ayat (5) Undang Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang 



Perseroan Terbatas mengenai hal dimana anggota dewan komisaris tidak bertanggung jawabkan atas 

kerugiannya: 

 Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dengan maksud dan tujuan perseroan. 

 Tidak memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan direksi 

yang mengakibatkan kerugian. 

 Tidak memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbulnya kerugian. 

Ketentuan diatas terkait dengan doktrin dalam hukum yang mlindungi para oran perseroan yang 

beriktikad baik sebagaimna terdapat dalam teori Busines fidgment Rule yang merupakan salah satu teori ini 

menjamin keadilan bagi debitur. Penerapan teori ini mempunyai tujuan yaitu mencapai keadilan khususnya 

bagi direktur yang melakuakn suatu keputusan bisnis. Business Judgment Rule merupakan sebuah doktrin yang 

sudah diterapkan untuk melindungi Direksi dalam pertanggunjawaban hukum yang diambil dari keputusan-

keputusan bisnis mereka.  

Ketentuan dalam Undang Undang Perbankan mengatur untuk pemegang sahan, anggota dewan komisaris 

atau pengawas, anggota direksi  dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain juga dimintai 

pertanggungjawaban secara pribadi bila iku serta sengaja mempengaruhi pengelolahan bank dan menjadi 

kesulitan keuangan yang dihadapi bank, atau menjadi penyebab kegagalan bank, sehingga ijin usahanya 

dicabut jika melanggar Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Perbankan.  

Pada perbankan ada dua jenis pembiayaan melalui kredit perbankan yaitu pemberian  kredit yang 

diberikan oleh satu bank kepada satu nasabah peminjam (debitur), dan yang kedua adalah pemberian kredit 

yang dilakukan oleh beberapa bank terhadap satu nasabah peminjam (debitur) dan merupakan pembiayaan 

anatar bank. Pembiayaan antar bank ini merupakan bentuk kerjasama antar bank. Prinsip Busines Judgment rule 

merupakan ketentuan yang dapat dikesampingkan jika direktur bertindak lebih baik daripada pengadilan yang 

akan mendalilkan Busines judgment Rul dan apabila direksi bertindak dalam keputusan bisnis yang bebas untuk 

kepentingan pribadi dan menunjukkan tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan alasan yang wajar serta 

iktikad baik.  

Pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan, Pembubaran, dan 

Likudisi Bank menetapkan harta kekayaan bank yang tidak cukup digunakan untuk memnuhi seluruh 

kewajiban bank, oleh karena itu kekurangan bank bisa dipenuhi oleh anggota dewan komisaris serta pemegang 

saham yang menjadi penyebab yanh dihadapi oleh kegagalan bank tersebut. Hal ini pula bisa dijadikan 

sebagaimana prinsip kehati-hatian.  

Adapula pihak yang terlibat dalam kredit pada umumnya terdiri dari beberapa  Borrowe  (debitur),  

Participaying Banks/Lenders (kreditur). Kemudian setelah mengetahui beberapa pihak yang sudah terlibat dalam 

perjanjian kredit tersebut, selanjutnya dalam perjanian kredit tersebut adalah isi dari perjanjian kredit yang 



sudah diatur antara lain mengenai jumlah utang, cara dan batas waktu pembayaran, penentuan bunga, jaminan, 

asuransi, penunjukkan agen daan manger, serta piliahn hukum.  

Bank tidak boleh memberikan kredit yang melampaui batas maksimum pemberian kredit sebagaai berikut : 

9 

1. Sebesar 20% dari  modal sendiri bank untuk fasilitas yang diberikan kepada satu debitur. 

2. Sebesar 50% dari modal bank untuk fasilitas yang disediakan bagi suatu debitur. 

3. Bagi anggota dewan komisaris yang bukan pemegang saham : 

a. 5% dari modal bank individu atau perusahaan yang dimilikinya. 

b. 15% dari modal bank bagi komisaris besesrta grup yang dimilikinya.  

Bagi pemilik saham : 

a. 10% dari penyertaannya pada bank bagi pemegang saham atau perusahaan yang dimilikinya. 

b. 25% dari penyertaanya pada bank beserta grup yang dimilikinya.  

Bank sebelum menyalurkan kredit kepada calon debitur, maka bank melakukan analisis terhadap 

pemohon kredit tersebut, terhadap watak debitur, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usahanya/ 

keadaan debitur. Walaupun sudah dilakukan analisis kredit tersebut oleh bank  tetapi tidak tertutup 

kemungkinan terjadi masalah dalam pelunasan kredit tersebut. Yang apabila masalah ini mengakibatkan 

debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi kreditnya, maka akan menimbulkan kredit macet atu 

sering disebut kredit bermaslah.  

Ketentuan mengenai BMPK diatur lebih dalam Peraturan Baank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang 

Batas Maksimum  Pemberian Kredit Bank Umum sebagai mana diubah dengan Peraturan Bank Indonesi Nomor 

8/13/PBI/2006 Bagi Bank umum diatur sebagai berikut : 

1. BMPK kepada pihak terkait seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait terhadap bank 

ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank. 

2. BMPK kepada pihak  tidak terkait, penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan 

pihak terkait paling tinngi 20% dari modal bank. 

3. Penyediaan dana oleh bank dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal 

dikarenakan penurunan modal bank. 

4. Tehadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank wajib menyusun dan menyampaikan 

rencana tindak.  

5. Bank yang melakukan pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK dikenani sanksi penilaian tingkat 

kesehatan bank dapat diancam sebagai sanksi pidana.  
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Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dapat dikenai sanksi seperti larangan untuk ikut serta dalam 

kegiatan kliring berupa penurunan terhadap penilaian tingkat kesehatan bank seperti terdapat pada ketentuan 

Pasal  44 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomer. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank 

Umum. Kemudian bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan kepada Bank Indonesia mengenai 

penyediaan dana kepada peminjam yang melampaui BMPK. Apabila bank tidak menyerahkan laporan dengan 

sesuai waktu yang di tentukan maka bank tersebut dikenakan sanksi denda dengan ketentuan yang sudah 

berlaku. Selain itu ada pula sanksi penurunan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi 

administrative kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya atau Pimpinan Bak Indonesia dapat mencabut 

izin usaha bank yang bersangkutan. Hal berikut diatur dalam pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Perbankan.  

Seperti yang dilihat sebagian besar kreidt bank kepada anak-anak perusahaan yang dimiliki pemegang 

saham dengan melanggar BMPK, akibatnya bank mengalami kesulitan keuangan yang sangat mungkin 

melibatkan tiga unsur, yaitu anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan para pemegang saham. Mengingat 

kuatnya bukti awal adanya kemungkinan keterlibatkan pemegang saham yang menjadi penyebab kesulitan 

keuangan atau kegagalan bank-bank tersebut, maka sudah selayaknya Bank Indonesia melakukan inventarisasi 

dan verifikasi terhadap semua asset dari para pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, baik 

yang ada di dalam maupun luar negri. 10 

Apabila terdapat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit kemungkinan besar terjadinya kredit 

macet, oleh karena itu harus ada dana untuk menampung kerugian yang timbul tersebut.  Pelanggaran terkait 

ketentuan Batas Maksimum Pemberian kredit bisa dikenai sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan 

kliring dan berupa penurunan tingkat kinerja kesehatan bank seperti terdapat pada ketentuan Pasal 44 Ayat (1) 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. 

Kemudian bank wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Bank Indonesia, jika bank tidak menyerahkan 

laporan sesuai dengan waktu yang ditentukan maka bank tersebut dikenai sanksi sesua dengan ketentuan yang 

berlaku. Selain sanksi penurunan tingkat kesehatan ada pula sanksi administartif kepada bank yang tidak 

memenuhi kewajibannya tersebut dan pimpinan Bank Indonesia bisa mencabut izin usaha tersebut. Hal itu 

diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Perbankan.  

Pencabutan ijin usaha bank dibuat oleh pimpinan Bank Indonesia yang penyebabnya bank tersebut 

tidak bisan menghadapi kesulitan keadaan bank yang bersangkutan dan akan membahayakan sistem 

perbankan. Keadaan bank yang mengalami kesulitan dan membahyakan kelangsungan usahanya terhadap 

penilaian Bank Indonesia, kondisi bank juga mengakami penurunan permodalan serta pengelolaan bank yang 

tidak dilaukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Kriteria yang 

membahayakan sistem perbankan adalah apabila adanya tingkat kesulitan dalam melakukan kegiatan usaha 
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suatu bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain maka akan menimbulkan 

dampak yang besar bagi bank-bank lainnya. 11 

 

3.2 Perlindungan Hukum Terhadapa Debitur Terhadap Bank Yang Melanggar  BMPK 

Pada dasarnya melakukan upaya meberikan perlindungan terdapat dua risiko yaitu irrational run 

terhadap bank dan systemic risk. Didalam menjalankan usaha bank biasanya menyisikan sebaian kecil simpanan 

yang diterima untuk menjaga apabila ada penarikan dana oleh debitur. Kemudian sebagian terbesar dari 

simpanan yang ada dikelola untuk pemberian kredit. Dengan adanya keadaan seperti ini menyebabkan 

perbankan tidak bisa memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan atas simpanan nasabah yang sedang 

dikelola, apabila terjadinya penarikan dana secara mendadak dan juga dalam jumlah yang sangat besar. 

Kemudian apabila bank tidak bisa memenuhi kemauan penarikan simpanan oleh para debitur, debitur biasanya 

akan menjadi panic dan akan segera menutup rekening tersebut dan apabila juga bank tersebut bisa dikatakan 

sehat juga. Apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, oleh karena itu bisa 

menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan.  

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan 

pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa dilakukan pembinaan dan 

pengawasan dalam rangka menjaga kinerja dan usaha bank dan kelangsungan usaha bank. Demikian pula 

dengan Bank Indonesia menetapkan ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, 

kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuditas, solvabilitas, dan ketentuan ini juga pada sisi lain akan 

bermanfaat, guna melindungi kepentingan itu sendiri.  

Kedudukan  nasabah  dalam  hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi 

yang bisa bergantian. Bisa dilihat dari posisi nasabah menyimapn dana pada bank, baik sebagai penabung, 

deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu berkedudukan sebagai kreditor. Disislain 

nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dalam  jasa pelayanan jasa bank 

nasabah mempunyai kedudukan yang berbeda tetapi semua kedudukan tersebut pada dasarnya nasabah 

merupakan konsumen dari pelaku usaha menyediakan jasa di bidang usaha perbankan. 12 

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam 

menjalankan fungsi dan kegiatan usaha wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat 

yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang isinya 

mengatur tentang bahwa perbankan yang isinya mengatur tentang bahwa perbankan Indonesia dalam 

melakukan usahanya berdasarkan ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. 
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Ada beberapa hal dalam Undang-Undang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi 

prinsip kehati-hatian yakni Pasal 29 ayat (2), ayar (3), dan ayat (4) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998. Pasal 

29 ayat (2) menyatakan  bahwa bank wajib memelihara tingkatan kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan 

dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.  

Ada pula menurut Marulak Padede terhadap debitur bank di Indonesia dapat dilakukan melalui 2 

(dua) cara, yaitu: 13 

A. Perlindungan secara implicit (implicit deposit perotection),  yaitu perlindugan yang dihasilkan oleh 

pengawasan dan pembinaan yang efektif,  yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.  

Perlindungan ini yang dapat diperoleh melalui:  

1) Peraturan Perundang-Undangan di bidang perbankan, yaiutu aturan aturan yang mengatur tentang 

perbankan. 

2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif  yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia, melakukan penbawasan terhadap kinerja bank dalam melindungi debitur dan 

melakukan pembinaanterhadap yang tidak sehat. 

3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan 

terhadap sistem perbankan pada umumnya.\ 

4) Memelihara tingkat kesehatan bank, yaitu dengan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.  

5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 menentukan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 

Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dari ketentuan ini menunjukkan 

bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau 

dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan usahanya.  

6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan debitur. 

7) Menyediakan informasi pada debitur bank.  

 

B. Perlindungan secara eksplit (explicit deposit protection), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu 

lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga 

tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.14 

Perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26. Tahun 1998 tentang 

Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

memberikan suatu amanat untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai 

pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia 

                                                             
13 Budi Fitriadi, Teknologi Informatika dalam Perbankan , (Bandung, 2000), h. 21 
14 Ibid, h 21 



mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 

Setelah dibentuknya Undang-Undang tersebut yang berfungsi menjamin simpanan debitur da turut aktif 

dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dan kewenangannya.  

Pengertian perlindungan implisit merupakan perlindungan yang dihasilkan oleh pengawas dan 

pembinaan bank yang diawasi, adapula yang dimaksud dengan perlindungan secara eksplisit merupakan 

perlindungan melalui pembentuka lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank 

mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada 

bank gagal tersebut.  

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan 

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan melancarkan sistem pembayaran serta juga mengatur 

dan mengawasi bank sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia berwenang anatara lain: 

a. Menetapkan peraturan 

b. Memberikan dan mencabut izin atau kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank 

c. Melaksanakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

d. Melaksanakan pengawasan bank 

e. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan 

kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan 

atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Bank 

Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 

tentang Perbankan yang berlaku.  

Secara khusus pembentukan LPS bertujuan untuk: 15 

a. Melindungi simpanan nasabah kecil. 

b. Mengurangi  moral hazard dan mendorong disiplin pasar. 

c. Membatasi beban keuangan negara 

d. Menciptakan mekanisme yang transparan dalam penyelesaian bank gagal.   

Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur terhadap segala resiko kerugian yang dilakukan 

dari kegiatan bank tersebut maka hal ini bisa memberikan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat 

internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dilakukannya. 

Prinsip kehati-hatian pada dasarnya merupakan sistem pengamanan umum atas sitem perbankan 

secara menyeluruh melalui upaya penigkatan pengamanan trhadap bank secara individual. Sebagai suatu 

sistem pengamanan umum, diakui bahwa ketentuan kehati-hatian mengandung berbagai pembatasan terhadap 

bank secara individual, terutama yang menojol adalah: 

a. Pembatasan terhadap kepentingan individual 
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b. Pembatsan keleluasaan.  

Karena adanya pembatasan-pembatsan , maka bisa menimbulkan kegiatan yang kurang nyaman, 

apabila pengendalian terhadap kepentingan keleluasaan kurang dikontrol maka aka terwujud bentuk 

kecenderungan untuk melanggar ketentuan yang membatasi tersebut. Demikian pula yang terjadi dengan 

ketentuan kehati-hatian dibidang perbankan. 16 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa Perbankan 

Indonesia dalam melakukan usaha berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

hatian. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang 

wajib diterapkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti selalu berhati-hati dalam melaksanakan 

peraturann perundang-undangan dibidang Perbankan berdasarkan itikad baik. Undang-Undang Perbankan 

hanya memberikan perlindungan secara tidak langsung terhadap debitur perlindungan-perlindungan yang 

diberikan hanya bagaimana bank menjalankan usahanya agar tidak mengalami kegagalan sehingga otomatis 

melindungi nasabah juga. tetapi bank atau pemerintah harus bertindak dalam memberikan perlindungan 

hukum ketika bank melakukan kegagalan dalam usahanya.  

Seharusnya peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ada harus dapat memberikan 

perlindungan kepada debitur penyimpan dana dan akan merasa kerugian ketika bank ditepat mereka 

menyimpan dana ditarik ijin usahanya, oleh karena itu mereka harus bisa menarik kembali simpanannya. 

perlindungan tersebut dapat dilakukan pada saat bank tersebut harus dicabut ijin usahanya karena tidak 

dapat lagi meneruskan kegiatan usahanya. Perlindungan hukum harus mutlak diberikan pada debitur 

penyimpan dana untuk melindungi haknya. Debitur penyimpan dana lebih memilih bank yang aman untuk 

menyimpan dana daripada bank yang memberikan suku bunga tinggi tetapi sang beresiko untuk menyimpan 

dana padahal jika ada perlindungan hukumya maka akan terdorong untuk menyimpan dananya dibank 

tersebut.  

Adapula beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada 

pengguna jasa perbankan, menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diantara lain sebagai berikut yaitu adanya penyediaan 

informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi 

mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.  

Penyediaan  informasi terhdap timbulnya resiko kerugian debitur dimaksudkan agar akses untuk 

memperoleh informasi perihal kerugian usaha dan keadaan bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus 

menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Lalu pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
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10 tahun 1998 menyatakan: Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 

simpannanya kecuali dalam hal seebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 

44, dan Pasal 44A.  

Menurut Muhammad Djumhana dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia, dengan danya 

jaminan kerahasiaan atas semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat bisa 

mempercayai bank tersbut. Selanjutnya mereka akan bisa mempercayai uangnya kepada bank tersebut dan 

bisa memnafaatkan jasa bank. kepercayaan bisa hadir apabila dari pihak bank ada jaminan bahwa 

pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan debitur tidak akan disalahgunakan. 17 

Disamping Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, usaha pemerintah untuk bisa 

melindungi nasabah/konsumen secara umum juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen ini bisa mendirikan suatu pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa 

perbankan oelh karenanya dituntut untuk:  

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang 

diberikannya. 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.  

 

Menjamin kegiatan usah perbankan berdasarkan ketentuan-ketentuan standar perbankan yang 

berlaku dan juga berupaya bisa untuk melindungi nasabah bank dengan memberikan batasan yang sudah 

ditetapkan oleh bank dengan dicantumkannya Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.   

Adanya perlindungan hukum  bagi  nasabah  selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgent, 

karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan 

dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena 

alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar 

(bargaining position) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali 

menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (take it or leave it). 

Hubungan antara bank dengan kepercayaan masyarakat merupakan hubungan yang berkaitan. 

Kepercayaan suatu masyarakat terhadap bank sangat diperlukan dikarenakan masyarakatlah sebagai pengguna 

produk jasa perbankan, dan bank juga dalam menjalankan usahanya yang menggunakan dana yang berasal 

dari masyarakat.  
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Menyangkut usaha melindungi nasabah penyimpan dana di bank sebenarnya tidak terantung kepada 

penerapan hukum perdata melalui mekanisme gugatan ganti rugi. Dengan berlakunya Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan 

jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan diruntut untuk: 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jasa yang diberikan 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 

4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.  

 

Peranan Bank Indonesia diperlukan guna untuk mengawasi tingkat kesehatan suatu bank tersebut. 

Oleh karena itu tingkat kesehatan bank diragukan dan akan membawa kerugian kepada nasabah dan juga 

dunia perbankan pula. Karena bank yang melayani industry jasa harus dikelola dengan menggunakan prinsip 

kehati-hatian. Pada nyatanya bank juga memerlukan dana dari masyarakat yang hasilnya bisa disalurkan 

kembali, apalagi informasi yang diperolehh dan mereka tidak banyak mengatur bank mana yang sehat an 

yang sakit.  

Ada pula beberap ketentuan yang dipergunakan dalam  rangka perlindungan  nasabah bank yaitu 

sebagai berikut: 18 

1. Pembuatan Peratauran Baru: 

Dibuatnya peraturan baru di bidang perbankan dan merevisi peraturan yang sudah ada salah satu caranya 

untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank. banyak peraturan yang melindungi nasabah 

baik secara langsung maupun tidak langsung.  

2. Pelaksanaan peraturan yang ada: 

Dengan cara lain untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan 

peraturan yang ada dibidang perbankan secara lebih kuat lagi sehingga dapat dijamin law enforcement yang 

baik.  

3. Memperkuat Perjanjian Bank: 

Memperkuat pemberian ijin untuk pendirian bank baru adalah salah satu cara supaya bank kuat dan bisa 

memberikan keamanan bagi nasabahnya.  

Adapula penanganan permasalahan Bank yaitu: 

1. Penanganan permasalahan bank diutamakna menggunakan sumber daya bank itu sendiri dengan 

pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara; 

2. Jika upaya penanganan ini belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank 

dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia untuk penanganan masalah likudisi dan LPS untuk 

penanganan masalah solvabilitas. 
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3. Dalam kondisi krisis sistem keuanganan, jika terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan 

perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi KSSK dapat memutuskan diselenggarakannya 

program LPS mengenai permasalahan bank, baik bank sistematik maupun bank selain bank sistematik.  

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan hukum antara bank dan 

nasabah secara kontraktual basis hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. 

Begitu nasabah menjalin hubungan kontraktual dengan baik, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas 

dasar kontra (perjanjian). Padas dasarnya perlindungan hukum diperlukan oleh nasabahyang penyimpan atau 

kreditor. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  yang 

nasabahnya sebagai konsumen, maka dasar hubungan hukum adalah berakar dari suatu perjanjian. Sudah 

dijelaskan dari pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.  

Nasabah bisa mendapatkan perlindungan apabila terjadinya kesalahan atau kelalain yang terdapat 

pada bank yang berakibat timbulnya tanggung jawab perdata yang berhubungan dengan kepengurusan bank 

tersebut. Bank juga bertanggung jawab pribadi pengurus muncul dan apabila pengurus bank melakukan 

kegiatan diluar kewenangan yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan, dan jika tindakan 

pengurus telah sesuai dengan kewenangannya maka merupakan tanggung jawab perusahaan, dan bank 

bertanggung jawab terhadapa kerugian yang ditimbulkan oleh pengurusnya berdasarkan ketentuan 1365 KUH 

perdata.  

Dalam memperoleh kembali dana yang disimpannya dan juga bunganya apabila memungkinka, maka 

nasabah merupakan pihak konkuren yang mendapatkan perhatian pertama untuk dibayar dari hasil penjualan 

harta kekayaan bank yang bersangkutan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

1999 ayat (2) huruf a, oleh karena itu nasabah yang dirugikan oleh bank yang bermasalah dan dilikudasi dapat 

meminta hak ats dananya denggan menggugat ke pengadilan, baik secara class action maupun perorangan.  

Juga ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dengan yang ada kaitannya penerapan 

Lembaga Penjaminan Simpanan di Indonesia yaitu: 

1. Besarnya premi yang harus dibayar oleg tiap bank seharusnya sebanding dengan resiko. Dalam hal ini 

Bank Indonesia memiliki peran yang menentukan karena Bank Indonesia memiliki peran yang 

menentukan karena Bank Indonesia mengetahui dengan pasti risiko tersebut, khususnya pada bank-

bank dalam kelompok beresiko 

2. Limit ganti rugi tiap negara bervariasi sehingga harus cermat dalam menentukan, dan apabila terkait 

dengan beban premi bagi nasabah dan pada akhirnya berdampak pada kenaikan suku bunga.  

3. Perlu juga ada kewajiban bagi bank untuk ikut serta dalam deposito nasbah debitur yang sering kali 

dilupakan dalam hal perlindungan nasabah. Dalam melakukan penagihan piutang dan pengelolahan 

kredit bermasalah. 

  



C. PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan analissi yang sudah dijelaskan pada bab pembahasan, maka pada bagian penutup dapat 

disimpulkan bahnwa: 

a. Diperhatikan daripada peran dan tanggung jawab lembaga perbankan bahwa bentuk tanggung jawab 

atas pelanggaran BMPK yang dilakukan secara lebih tegas khususnya pada pemegang saham, anggota 

dewan komisaris, pengawas, dan anggota pemegang saham agar bisa berimbas pada efek kinerja lembaga 

bank tersebut dan juga meningkatkan kepercayaan kepas masyarakat agas bisa aman menyimpan 

dananya  kedalam bank, dan juga terhadap pelanggaran BMPK banyak sekali disalahgunakan oleh 

oknum-oknum lembaga perbankan yang tanggung jawabnya dislahgunakan dalam mengelola dana 

masyarakat yang dipercayakan dan disimpan di dalam bank tersebut serta aturan-aturan yang sudah 

sangat jelas mana yang termasuk melanggar dan mana yang tidak melanggar BMPK.  

b. Perlindungan terhadap nasabah yang menyimpan dana didalam bank, yang bank tersebut telah 

melanggar BMPK bahwa perlindungan melalui LPS, dimana LPS bisa menjamin  dana nasabah dengan 

ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku da apabila nasabah tidak bisa menerima keadaan yang sudah  

dicabut ijinnya maka bisa melaporkan dan menggugatnya dipengadlan agar bisa memperoleh hasil dana 

simpannanya yang disimpan pada bank yang telah dicabut ijinnya.  

 

Saran  

Berdasrkan kesimpulan tersebut diatas maka saran yang dapat dipaparkan yaitu sebagai berikut : 

a. Untuk kegiatan yang mengenai pelanggaran  BMPK yang dilakukan oknum-oknum perbankan yang 

tiodak bertanggung jawab atas tindakannya dalam mengelola dana masyarakat yang dipercayakan 

kepadanya, serta aturan-aturan yang mengenai BMPK sudah jelas mana yang termasuk pelanggaran dan 

mana yang tidak melanggar. Oleh karena itu Bank Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk 

mengawasi kegiatan perbankan Indonesia peelu menindak secara tegas tentang pelanggaran BMPK. 

b. Pertanggung jawaban atas pelanggaran BPK perlu dilaksanakan secara tegas yang diperuntukkan bagi 

pelanggar BMPK yang dilakukan oleh pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, oleh 

karena itu demi meningkatkan kepercayaan masyarakat bisa merasa aman  dalam menyimpan dananya 

di bank, dan dengan adanya LPS terhadap keresahan masyarakat yang dana mereka disimpan di bank 

dan tidak adil pula bahwa nasabah  yang mennaggung semua akibat terhadap bank yang melanggar 

BMPK yang dilakukan oleh pengurus maupun pemegang saham dan wajar apabila nasabah penyimpan 

dana berhak menerima seluruh dana beserta bunganya, oleh karena itu juga pembatasan nilai pinjaman 

LPS dihapuskan demi terciptanya rasa keamanan bagi setiap nasabah penyimpan dana.  

 


